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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX,
Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di
seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka

persidangan;
DUDUK PERKARANYA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register
Nomor 1789/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 14 Nopember 2018 dengan alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2000, antara Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX,
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Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor 102/06/VII1/2000 tertanggal 10 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, antara Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri
selama lebih kurang enam belas tahun, dengan bertempat tinggal antara
lain di rumah sewa dijalan hangtuah selama lebih kurang lima tahun,
setelah itu pindah ke rumah sewa dijalan jawa selama lebih kurang tiga
tahun dan beberapa kali pindah baik didalam maupun diluar kota
Pekanbaru, dan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah
kerumah sewa sebagaiman pada alamat Penggugat diatas dan pada
sekitar pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi dari tempat kediaman
bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan
jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing
bernama:

3.1. Anak | (perempuan), lahir tanggal 26 September 2003;

3.2.  Anak Il (perempuan), lahir tanggal 22 Januari 2007;

Anak-anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2007 rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan serta cek cok yang berkepanjangan, sehingga
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang
pada intinya disebabkan antara lain oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat
dan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
berasal dari penghasilan Penggugat;

4.2. Tergugat setiap terjadi pertengkaran sangat emosional dan
temprmental dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat
menyakitkan hati Penggugat. Tergugat juga sering melempar dan
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merusak barang-barang yang ada didekatnya ketika terjadi
pertengkaran;

4.3. Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam
rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul, menjambak,
dan menampar Penggugat, serta tindakan lain dengan
menggunakan kekerasan fisik;

4.4. Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, serta
menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat sehingga
membuat malu Penggugat;

4.5. Tergugat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh
Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan
yang jelas;

4.6. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah
BPKB motor digadaikan oleh Tergugat diam-diam dan Penggugat
tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut;

4.7. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan
masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan
Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan
pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat
egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

5. Bahwa karena itu antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan
bertengkar, namun pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu,
akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa
dikendalikan lagi;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada
sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran
Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu
antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan
sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami

isteri;
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7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk
memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah
mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia
di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cqg. Majelis
Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang
serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan
mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugatn) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat
dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut
Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
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meskipun  berdasarkan berita acara relaas pemanggilan  Nomor
1789/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 17 Desember
2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas
sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat
dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. SURAT

Kutipan Akta Nikah Nomor 102/06/VI111/2000, seri BJ, atas nama Penggugat
(Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Indragiri Hulu, Provinsi Riau,
tanggal 10 Agustus 2000, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah
diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas
ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta
berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikan bukti tersebut kepada
Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. SAKSI
1. Saksi pertama, bernama saksi |, dengan di bawah sumpahnya
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di XXX,

Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru dirumah kontrakan ;
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- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat juga di dijalan

Jawa, Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

pertengahan tahun 2016 ;

- Bahwa setahu saksi yang pergi dari Tempat kediaman bersama adalah

Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran
disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap

Penggugat,;

- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya sampai

sekarang dan tidak pernah kembali;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan

tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi
tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat
dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama saksi Il, dengan di bawah sumpahnya menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di XXXXX,

Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
Jalan XXXX Kota Pekanbaru dirumah kontrakkan;;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat juga di dijalan

Jawa, Pekanbaru;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran
disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap
Penggugat,;

- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya sampai

sekarang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan
tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi
tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat
dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan
pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan
kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan
tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan
Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam
berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk
pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir

menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
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dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena
pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan
Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut
resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan
oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf “b” Perma No.1
Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat
atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan
demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya
bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil
pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan
dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang di awali
pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya
dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban,
namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada
Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai
dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah
dalam perkara perceraian adalah sebagai probationis causa sebagaimana
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maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat
adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang
telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya
ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat
bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum
bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat
dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat
adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis
Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam
perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi
pertama bernama saksi | dan saksi kedua saksi Il;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama saksi | yang
menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di
tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat pencemburu, Tergugat tidak
memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan
terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat beserta akan tetapi tidak berhasil. Setelah itu
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekang tidak pernah
bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;
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Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama saksi Il yang
menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di
tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat pencemburu dan Tergugat tidak
memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah
didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta akan tetapi
tidak berhasil. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai
sekang tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan
saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama
saksi | dan saksi Il yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan
Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi
serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan.
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175
R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi | dan saksi Il
yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
tergugat pada tahun 2016 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan
tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas
sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan
saksi yang satu dengan lainnya). Atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.,
keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta
mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis
Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu
membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang
diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara
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Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 dan sudah
didamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun
lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk
hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis
Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan
tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat
tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan
dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah
bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg.,
dan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum
gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai
dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat
biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:
Mengingat:
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1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg
dan Pasal 309 R. Bg.;

2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ dan
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang
berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat ).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.
454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Kami Dra.
IIfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan
Drs. Abdul Aziz, M.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. lifa Susianti,
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H.
dan Drs. Abdul Aziz, M.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
dengan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Ketua

ttd

Dra. llfa Susianti, S.H., M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd ttd
Drs. Ali Amran, S.H. Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd
Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

1. Biaya ATK Rp. 63.000,-
2. Biaya panggilan Rp.350.000,-
3. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 454.000,-

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Pekanbaru, 21 Maret 2019,
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA
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